
BUPATI  BIMA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA 
NOMOR     7    TAHUN 2010 

 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 
2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN 

FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BIMA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-
undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, 
pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai 
bagian perangkat daerah;  

 b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga lain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a antara lain Lembaga Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 
Penanggulangan Bencana Daerah, Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 

  c. bahwa guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan, Undang - undang Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah, perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 
Kabupaten Bima; 

 d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, dalam menyelenggarakan administrasi 
kependudukan di Kabupaten/kota dibentuk Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Nomenklatur 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 
Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima perlu 
disesuaikan; 
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 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, 
Kedudukan Tugas Pokok dan  Fungsi Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Bima; 

 
Mengingat : 1.  Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang - Undang  Nomor 43 Tahun  1999  tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Perbentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara No. 
4389 ); 

5. Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  3347), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4422); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri  Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4193); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Korps Pegawai 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4828); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4829); 

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 
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22. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps 
Pegawai Republik Indonesia; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah;  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Korps Pegawai 
Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor ... Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor ...); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25 ); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok 
dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 03, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA 

dan  
BUPATI BIMA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 
2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN BIMA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bima Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima 
Nomor 26 ) diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bima. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bima. 
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Tugas  Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 
daerah dan/atau Desa dari pemerintah Propinsi kepada 
Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah 
Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

10. Perangkat daerah Kabupaten Bima adalah unsur pembantu kepala 
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 

11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. 

12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima. 
13. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bima. 
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Bima. 
15. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten 

Bima. 
16. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala 

Daerah Kabupaten Bima. 
17. Unsur pengawasan daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang 

selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten. 
 
 
 


